
BUPATI GROBOGAN 

PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI GROBOdAN 

NOMOR 24 TAHCN 2021 

TENTANG I 

PEDFMAN PENGADMN BARANG/JASA PADA BADk u AHA M!LlK DAERAlj 

MenJgat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M~HA ESA 

BUPATI GROBOGAN, 

bahwa untuk melaksanaka.n ketentuan Pas 93 ayat (2) Perat\Jan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten g Badan Usaha M➔lik 
Daerah, perlu menetapkan Peratur91 B pati tentang Pedo an 

Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19 tentang Pembe 

Daerah-Daerah Kabupaten da1am L' gan Propinsi a 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 

Daerah {Lembaran Negara R<:putilik 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Ne ara Republik Indon sia 

Nomor 5587) sebagaimana telah dtb beberapa ka1i ter 

dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 ten 

Perubahan Kedua Alas UndanE;-Un~an 

tentang Pemerintahan Daerah (Lem aran Negara Repu 

d 
. I 

In ones1a Tahun 2015 Non1or 58, Tam 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tah n 2017 ten tang Ba an 

Usaha Milik Daerah (Lembaran reg a Republik lndon sia 

Tahun 201 7 Nomor 305 Tambahan Le baran Negara Repu lik 

Indonesia Nomor 6173); 
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4. 

5. 

Peraturan Pemerintah Nomor \2 

Pengelolaan Keuangan Daerah (1fm 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 1am 
Republik Indonesia Nomor 6322); 1 

Peraturan Daerah Kabupaten GroJog 

tentang Perusahaan Umum Daerah 

2019 ten 

an Negara Repu 

ahan Lembaran Neg a 

Nomor 2 Tahun 2 17 

a Aksara (Lem an 

Daerah Kabupaten Grobogan Tahu~ 2017 Nomor 2, Tamb an 

Lembaran Daerah Kabupaten Grob gan omor 2); 1 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gro og Nomor 1 Tahun 2120 

tentang Perusahaan Perseroan Dae ah ank Perkreditan ~at 

Bank Purwa Artha (Lembaran D · er Kabupaten Grobo~an 

7. 

Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lemb 

Grobogan Nomor l}; 

Peraturan Daerah Kabupaten Gro~og 

tentang Perusahaan Daerah Air Min Purwa Tirta Dh a 

Kabupaten Grobogan (Lembaran Daer Kabupaten Grobotan 

Tahun 2021 Nomor 1, Tarnbahan Uem aran Daerah Kabup ten 

Grobogan Nomor 1); 

MEMUTUSKP..N : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PE OMAN PENGAD~ 

BARANG / JASA PADA BADAN t:'SAHA MILi DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN l!JMU 

Bagian Kesrtu 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaks d dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Grobdgan 

2. Bupati adalah Bupati Grobo.gan.l 

3. Pemerintah Daerah adcJah sebagai 

penyelenggara Pemerintahan 

pelaksanaan urusan 

kewenangan daerah otonom. 

an 

yang 

yang 

sur 

pin 

men adi 

2 



4. 

5. 

Perangkat Daerah adalah untrr embantu Bupati 

Dewan Perwakilan Rakyat Dae, ah alam penyelenggar 

Urusan Pemerintahan yang menjrdi ewenangan Daerah. 

Badan Usaha Milik Daerah )fang selanjutnya dising t 

BUMD adalah badan usal:.a yang seluruh 

besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

6 . Direksi adalah Direksi BUMD. 

7. Pengadaan Barang/Jasa pada B 

disebut Pengadaan Barang/,Jasa ad ah kegiatan pengad an 

barang/jasa oleh BUMD yarLg dilbiay · dari anggaran BU 

pinjaman atau hibah, dar.. petye modal baik y 

dilaksanakan secara swakelola maupun 

barang/jasa yang prosesnya sejak p rencanaan kebutuh , 

sampai diselesaikannya seluruh kegi 

barang/jasa, meliputi barang, 

konstruksi, dan jasa. 

8. Barang adalah setiap benda. berwuj 

bergerak atau tidak bergeritk, tg dapat diperdagangk , 

dipakai, dipergunakan atau dimanfaa oleh BUMD. 

9. Pekerjaan Konstruksi adalah +sel ruhan a tau seba 

kegiatan yang meliputi pempan nan. pengoperasi , 

pemeliharaan, pembongkaran, dan embangunan kem ali 

suatu bangunan. 

10. Jasa Konsultansi adalah jasa lay 

membutuhkan keahlian tertehtu 

profesional y 

berbagai bid 

11. 

keilmuan yang mengutru.nakan a1any olah pikir. 

Jasa Lainnya adalah j a.sa non-rons tansi atau jasa y 

membutuhkan peralatan, metodol gi khusus, dan/ a 

ketrampilan dalam sua.tu siste~ 

clikenal luas di dunia usaria u 

pekerjaan. 

Bagian Kedua 

Mak.sud dan Ttfju 

Pasal 2 I 

{ 1) Maksud disusunnya Peraturan B pati ini 

memberikan pedoman bagi BfM dalam 

Pengadaan Barang/ Jasa . 
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(2) Tujuan disusunnya Peraturan s1pati ini yaitu : 

a. menghasilkan barang/ ja.sa yLg tepat dari setiap uang 

yang dibelanjakan, diukur 1ari spek kualita,s, jumlah, 

waktu, biaya, lokasi, dan Penyedi ; 

b. meningkatkan penggunaan Prod Dalam Negeri; 

c. meningkatkan peran serta USfilia ikro, Usaha Kecil, dan 

Usaha Menengah dan/atau P~la Usaha Daerah; 

d. meningkatkan keikut:sertaan hid stri kreatif; 

e . menyederhanakan dan memtjerc at proses pengambilan 

keputusan; 

f. meningkatkan kemandirian, 

prof esionalisme; 

g. meningkatkan sinergi antar 

h. mendorong pengadaan berkel j 

Bagi.an Ketiga 

Ruang Lingltup 

Pasal 3 

jawab dan 

Peraturan Bupati ini berlaku in semua Pengadaan 

Barang/ Jasa yang dilakukan olc::h BfJM dengan menggunakan 

anggaran yang berasal dari : 

a. dana BUMD; 

b. dana hibah yang tidak m.engtka.t; dan atau 

c. sumber dana lain selair:L Anggaran endapatan dan Belanja 

Negara/ Anggaran Pendapatan ctr· B lanja Daerah. 

BAB II 

KEBIJAKAN, PRINSIPI D ETIKA 

Pasal 4 

Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa milip 

a. meningkatkan kualitas canaan Pengadaan 

Barang/ J asa; 

b. melaksanakan Pengadaan yang lebih 

C. 

d. 

e. 

transparan, terbuka, dan kompe.,tif; 

memperkuat kapasitas kelem1ag dan sumber daya 

manusia Pengadaan Barang/ Jasa; 

menggunakan teknologi informli3.si an komunikasi serta 
I ' 

transaksi elektronik; 

mendorong Penggunaan Baranrl / J sa dalarn negeri dan 

Standar Nasional Indonesia (SNI} 
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f. memberikan kesempatan kepad1 Us a Mikro, Usaha Kecil1 
dan Usaha Menengah; dan 

g. memberikan kesempatan sinergitas 

Pasal 5 

Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan tprin ip sebagai berikut: 

a. efisien, berarti Pengadaan Barabg/ asa harus diusahakan 

dengan menggunakan dana dan day yang minimum untuk 

mencapai kualitas dan sasaran dr waktu yang f tetapkan 

atau menggunakan dana yan' te ah ditetapk{m untuk 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

mencapai hasil dan sasar4 d ngan kualitas yang 

maksimum; 

efektif, berarti Pengadaan Ba rang/ Ja harus sesuai dengan 
I 

kebutuhan dan sasaran yang t lah ditetapr sert.a 

memberikan manfaat yang sebesJ.r-b arnya; 

transparan, berarti semua 1ete tuan dan informasi 

mengenai Pengadaan Ba.rang/ Jara rsifat jelas ~an dapat 

diketahui secara luas oleh penye · barang/jasa yang 

berminat serta oleh masyara.<a.t p~da mumnya; ~ 
terbuka, berarti Pengadaan Bar~g/ asa dapat d ilruti oleh 

semua penyedia barang/jasa yjg emenuhi pe syaratan/ 

kriteria tertentu berdasarkan ke~en an dan prosfdur yang 

jelas; 

bersaing, berarti Pengadaar.. Ba$ng Jasa harus · akukanl 

melalui persaingan yang sehat ~ian a sebany 

penyedia ha.rang/ jasa yang se dan emen'llhi; 

persyaratan, sehingga dapat ~er eh barang/jasa yang 

ditawarkan secara kompetitif cia.rjt tid ada intervensi yang 

mengganggu terciptanya mekan]'s ' e asar dalam J engadaan 

Ba.rang/ Jasa; 

adil, berarti memberikan perl an a.ng sama b~ semua 

calon p~nyedia barang/ jasa dr ak mengarhll untuki 
memben keuntungar'l kepacla p1ak ertentu, de ) an tetap 

memperhatikan kepentingan daer~; 

g. akuntabel, berarti harus sesuai atur an yang 

terkait Pengadaan Bara.ng/µas 

dipertanggungjawabkan. i 

Pasal 6 

Semua pihak yang terlibat d.alarn Pe ad 

mematuhi etika sebagai berikut: 

sehingg~ dapat 

Barang/ j sa wajib 
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a. melaksanakan tugas secara te ·b, isertai rasa tanggung 

jawab untuk mencapai :,asaran, kel caran, dan ketepatan 

tujuan Pengadaan Barang/ Jasa; 

b. bekerja secara profesional, 

kerahasiaan informasi yang 

dirahasiakan untuk mencegah 

dan menJaga 

sifatnya harus 

pangan Pengaclaan 

c. 

d. 

e. 

f. 

Barang/Jasa; 

tidak saling mempengaruhi langsun atau tidak langsung 

yang berakibat persainge.n usaha ltid 
menerima dan bertanggun~; jaiab 

yang ditetapkan sesuai kesep[a 

terkait; 

tas segala keputusan 

tertulis pibak yang 

menghindari dan mencegah pertentangan 

kepentingan pihak yang terkait, rec a langsung atau tidak 

langsung, yang berakibat persaing usaha tidak sehat 

dalam Pengadaan Baran_g/ Jasa: I 

menghindari dan mencegah pem osan dan kebocoran 

keuangan BUMD; 

g. menghindari dan mencegah 

h . 

dan/ atau kolusi; dan 

tidak menerima, tidak menawarlqm, tau tidak menjanjikan 

untuk memberi atau menerima l ha iah, imbalan, komisi, 

rabat, dan apa saja 

diketahui atau patut diduga bejkai 

Barang/ Jasa. 

BAB III 

PELAKSANAAN PENrAD 

Bagi.an Kesatr 

Umum 

Pasal 7 

siapapun yang 

dengan Pengadaan 

(1) Pengadaan Barang/Jasa disesuu;an ...... .11 dengan kebutuhan 

BUMD serta dilaksanakan deng pnns1p 

pengadaan sebagaimana dimaksud b Pasal 5; 

(2) Pengadaan Barang/Jasa. pe.da sbM dapat dilaksanakan 

melalui: 

a. swakelola; atau 

b. penyedia barang/jasa. 
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(3) Pengadaan Barang/ Jasa melal1 wakelola sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) h.uuf a, 1feru akan cara memperoleh 

barang/jasa yang dikerja.kan Bendr o h BUMD. 

(4) Pengadaan Barang/Ja.sa rne11ui penyedia barang/jasa 

sebagaimana dimaksud :?ada ayf t ( ) huruf b, merupakan 

cara memperoleh barang/jasa ylg sediakan oleh penyedia 

barang/ jasa. 

Pas.al 8 

Pelaksanaan Pengadaan Ban:ng/ JasJ pa BUMD meliputi : 

a. barang; 

b. pekerjaan konstruksi; 

c. jasa konsultansi; dan 

d . jasa lainnya. 

Bagi.an Kedra 

Metode Pemilihan IPen edia 

Pasal 9 I 

(1) Pengadaan Barang/Jasa pada BU D dilakukan dengan 

metode dan standar operasic,nal ros dur pemilihan penyedia 

sebagai berikut : 

a. pembelian langsung; 

b. pembelian dalam e-marketplC!lce tau online shop yang 

telah dikenal luas dalam praktfk b snis; 

c. penunjukan langsung; 

d. pemilihan selektif; atau 

e. tender. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengerai 

operasional prosedur se::bagaima,a 

ditetapkan dalam Peratu.ran Direkbi. 

Bagian Ketiga 

Organisasi dan/ atau Pela.Ifsan 

Pasal 10 1 

(1) Pengadaan Barang/Jasa. dil~ o 

pelaksana pengadaan. I 
(2) Pembentu.kan organisasi dan/+au 

ditetapkan berdasarkan karakteri tik 

metode dan stander 

'maksud pada ayat ( 1) 

Pengadaan 

h organisasi dan/ atau 

pelaksana pengadaan 

an kebutuhan BUMD. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan/ atau 

pelaksana pengadaan sebagaimana di sud pada ayat (1) 

diatur dalam Peraturan Direksi BUMD. 

BAB IV 

PENGADAAN S:B;CARA EJLE 

Pasal 11 

( 1) BUMD mengembangkan sistem pengad 

elektronik. 

(2) Sistem pengadaan secara 

bertahap. 

BAE, V 

KETENTUAI\ PENlJTU 

Pasa. 12 

barang/ jasa secara 

diterapkan secara 

Peraturan Direksi BUMD mengenai pengad barang/ jasa harus 

ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sej Peraturan Bupati ini 

diundangkan. 

Pasal :.3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin~.~ -U 

Peraturan Bupati ini dengan penerinpa nya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Grobogan. 

Diunctbgkan di Purwodadi 

ggal 2.2- Jv.n\ 1.02\ 
~~~ 

RITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 021 NOMOR 
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